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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN2016

TENTANG

TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor lIS
Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 yang
disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka setelah APBDTahun
Anggaran 2016 ditetapkan maka kiranya perlu dilakukan penambahan dan
penyesuaian program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016;

b. berdasarkan ketentuan Romawi V point 14 lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2016, bahwa apabila terdapat dana transfer yang sudah jelas
peruntukanya dan diterima setelah APBD ditetapkan maka kegiatan tersebut
dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang
Perubahan APBDdengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
Menyusun RKA-SKPDsebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan ditampung
dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

b maka dipandang perlu menelapkan Peraturan Bupati tenlang Perubah an
Alas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2015 tenlang Penjabaran
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2016.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berila Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten lang Ketentuan Umum dan Tala
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tenlang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tenlang Perubahan Keempat Alas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenlang Ketentuan Umum Dan Tala
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 lahun 2000 ten lang
Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenlang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

5.Undang-Undang 3
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5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

II. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

14.Undang-Undang .4
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14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679 );

15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 I);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor II,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan G~i Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

19.Peraturan Pemerintah .....5
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005
tentang PengeloIaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

20.Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

22.Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23.Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar PeIayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

24.Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan PenyeIenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

25.Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang PeIaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

26.Peraturan Pemenntah .....6
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26.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4693);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah KabupatenJKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengeloIaan Uang
NegaraJDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

30.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

31.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18), sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 535 II;

32.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peratumn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

33.Peraturan Pemerintah 7



- 7-
33.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Tahun 201 I Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

36.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

37.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

40.Peraturan Pemerintah 8
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40.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

41.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Milik Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te1ah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloIaan Keuangan Daerah (Beita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana teIah diubah dengan
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525;

44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah;

45.Peraturan Menteri 9
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45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

50.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

51.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri A);

52.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten M~alengka Tahun 2005 Nomor 8
seri E);

53.Peraturan Daerah l0
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53.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor I);

54.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

55.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan
Usaha Mikro, Kedl dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

56.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten M'\ialengka Nomor 10
Tahun 2009 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

57.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 25 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN2016.

Pasal 1.. 11
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2015 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A
Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pendapalan
a. Semula Rp. 2.762.202.874.459,59
b.Bertambah(Ber1<uran9) Rp. 76.482.826.417,92

JumlahPendapatanse!e1ahperubahan Rp. 2.838.685.700.877,51

2. Belanja
a. Semula Rp 2.806.146.820.847,26

b. Bertambah(Bert<uran9l Rp. 76.482.826.417,92
JumlahBelanjasetelahperubahan Rp. 2.882.629.847.265,18
Surplusf(Defis;!)setelahperubahan Rp. (43.943.946.387,67)

3. Pembiayaan
A. Penenmaan

1. Semula Rp. 112.943.946.387,67
2. Bertambah(ber1<uran9) Rp 0,00

JumlahPenerimaansetelah Rp. 112.943.946.387,67
Perubahan

69.000.000.000,00
0,00

B.Pengeluaran
1. Semula Rp.
2. Bertambah(ber1<urang) Rp.---------JumlahPengeluaransetelahperubahan
JumlahPembiayaanNettosetelahperubahan
Sisa lebih pembiayaansetelah perubahan

Rp.
Rp.
Rp.

69.000.000.000,00
43.943.946.387,67

0,00

2.Diantara Pasal 12



- 12-

2. Diantara PasaI 2 dan PasaI 3 disisipkan I (satu) Pasa!, yakni PasaI 2A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

PasaI 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud daIam PasaI IA

dirinci lebih Ianjut pada Iampiran LAdan Lb Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasa! 3 dan PasaI 4 disisipkan I (satu) PasaI, yakni PasaI 3A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

PasaI3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud daIam Pasal IA adalah

memuat perubahan penambahan anggaran dan penyesuaian program dan

kegiatan sehubungan dengan adanya bantu an keuangan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat yang turun setelah APBDKabupaten MajaIengka ditetapkan

yaitu untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Dinas PengeIolaan Sumber

Daya Air, Pertarnbangan dan Energi. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan. Komunikasi dan

Informatika. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Pemuda, Olahraga.

Kebudayaan dan Pariwisata. Inspektorat Kabupaten. Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana. Dinas Pertanian dan

Perikanan. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan dan Kehutanan.

Dinas Kehutanan Perkebunan dan Petemakan. Kecarnatan MajaIengka dan

terdapat perubahan pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yang dirinci lebih lanjut daIam Lampiran ILAPeraturan Bupati ini.

Pasal D..... ll
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal, 28 Januari 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 28 Jcnt~1.l'i :~,.1:
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

~~
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2016 NOMOR :0
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M. .• SH., .Pd.

NIP.19680327 199603 1003
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